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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  33  TAHUN 2010 
TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat 
dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah 
secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; 

b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara 
komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta 
masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, 
dan efisien; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4851); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun 
sampah sejenis sampah rumah tangga. 

2. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-
hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, 
tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal 
dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 
sosial, dan/atau fasilitas lainnya.  

4. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, 
apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. 

5. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha 
perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
penunjang. 

6. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.   

7. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan 
untuk kepentingan nasional/berskala nasional.  

8. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang 
berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah. 

9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan 
penanganan sampah. 

10. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah 
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, 
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 
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11. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, 
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran 
ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 
sampah. 

12. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat 
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan. 

13. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap 
pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif 
terhadap orang. 

14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

15. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.  

16. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat 
BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan 
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  

BAB II 
PENGELOLAAN SAMPAH 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 2 
(1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan 

sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja 
tahunan SKPD. 

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. target pengurangan sampah; 
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b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan 
sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA; 

c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi 
masyarakat; 

d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah 
daerah dan masyarakat; dan 

e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah 
lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur 
ulang, dan penanganan akhir sampah. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 3 
(1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara 

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau 
pemanfaatan kembali sampah.  

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan: 
a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan 

produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan 
b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan 

dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, 
dan guna ulang sampah.  

Pasal 4 
Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara: 
a. pemilahan;  
b. pengumpulan;  
c. pengangkutan; 
d. pengolahan; dan 
e. pemrosesan akhir sampah. 

Pasal 5 
(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui 

memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.  
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